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PUTUSAN
Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

XXX, umur 29 tahun; agaﬁ Islam pekerjaan XXX, pendidikan
SLTA, tempat t@gga?\ di Jalan )@X Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon; < (’/

QQ m-elaw-an f%

XXX, umur 26§hun, agama Islam, pek%an XXX, pendidikan
SLTA, ten@at tinggal | dit XXX, Kabu;%en Bandung, sebagai
Termohon,;

Pengadilan Agama'tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan’ perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon-dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK'PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
bertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada tanggal 07 Januari 2016 dengan Nomor 0050
/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
menikah di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada
tanggal 12 Juni 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten
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Majalengka dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor
378/52/V1/2010 tanggal 14 Juni 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal
berama di Jalan XXX dan hingga saat sekarang ini perkawinan
Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun
dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama XXX umur 3 tahun dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya adalah:

a. Termohon seringkaﬁ* meMﬁk@ tugasnya sebagai ibu
rumah tanggax'\\:?~ (

b. Termohon %ingkali mengucapkan., dan meminta cerai
tanpa alaséq yang_jelas-dengan dlse%l ucapan yang tidak
pantas dah-kasar;

c. Termohonn-serlngkali membantah, perkataan Pemohon
dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa dengan‘adanya keadaan rumahtangga yang demikian,
maka Pemohon telahberusaha bertahan dan’ menasihati kepada
Termohon agar dapat. kembali membina rumah tangga yang baik,
tetapi usaha tersebut tidak-berhasil,-selalu berakhir dan mengarah
kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari;

5. Bahwa puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23
November 2015, yang pada akhirnya sejak saat itu Termohon
meninggalkan tempat tinggal tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat
itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir
dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan
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Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan
ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
kepada Termohon;

3. Membebankan biaya perkﬁ\r@mn@g’a Pemohon;
SUBSIDER : v

J R/

Ataumenjatuhkan pl@san lain yang seacﬁ%dilnya;
N )

Menimbang, ba@a pada/hari persidanga%/ang telah ditentukan,

Pemohon telah hadirg_-i menghadapy’'sendiri’ di ;%sidangan sedangkan
Termohon tidak hadir menghadap-dan” pula tidak menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun menurut
relaas panggilan bertanggal 28 Januari /20164 untuk sidang tanggal 25
Februari 2016 dan relaasi:panggilan bertanggal//8 Maret 2016 untuk
sidang pada tanggal 31 Maret2016, yang.telah dibacakan di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara-resmi dan-patut oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Cimahi, sedangkan ternyata ketidakhadiran
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau
beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati
Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan

Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah
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permohonan Pemohon bertanggal 6 Januari 2016 yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

SDFotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 378/52/VI1/2010, dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka
tanggal 14 Juni 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya,
bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi, atas pertz;s&’a&ﬂmjelis masing-masing mengaku
bernama: \'g Q;;

1. XXX, umur 56 ta@\/n, agama_Islam, ggg_erjaan XXX, bertempat
tinggal di Jalancg-xx, Kota~Balikpapan, ‘%bawah sumpah telah
memberikan ke%angan sebagai berikut: ‘g
- bahwa saksitkenal dengan Pemohon dan | Termohon karena

sebagai Ibu kandung 'Pemohon;

- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010,
dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- bahwa setelah. menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah kontrakan.diKelurahan XXX selama 4 tahun;

- bahwa awalnya rumah*tangga mereka berjalan baik, namun
sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis;

- bahwa rumah tangganya sering diwarnai dengan pertengkaran,
karena Termohon sering berkata kasar dan minta cerai kepada
Pemohon;

- bahwa pertengkaran mereka mencapai puncaknya pada bulan
November 2015 Termohon tanpa ijin Pemohon telah pergi
meninggalkan tempat tinggal bersama;

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah
rumah selama 4 bulan lebih hingga sekarang ini;
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- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun
dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 56 tahun, agama lIslam, pekerjaan XXX, bertempat
tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
sebagai Ayah kandung Pemohon;

- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan
Februari 2010 di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka,
Jawa Barat;

- bahwa dari perkawin@p %%%Mﬂ@ dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa setelah ikah Pemohorﬁdan Termohon tinggal
bersama di rur@ kontrakanJalan G%ng 4 Margo Mulyo,
Balikpapan; g ?o

- bahwa yang séaksi ketahui, pada awalnya riitnah tangga mereka
berjalan baik, namun!| _sejak—=" tahun | 2014 | sering terjadi
bertengkar;

- bahwa mereka bertengkar karena Termohon sering berkata
kasar dan tanpa alasan jelas minta diceraikan Pemohon;

- bahwa antara Pemohon dengan® Termiohon telah berpisah
rumah sejak 23 November 2015-hingga sekarang ini karena
Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat tanpa
ijin Pemohon;

- bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun kembali
dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar
Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam
perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada
Termohon karena sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran, Termohon
mengucapkan kata-kata kasar dan minta cerai kepada Pemohon serta
pada tanggal 23 November 2015 Termohon telah meninggalkan rumah
kediaman bersama tanpa pamit-Pemohon;

Menimbang, bahwa V{[e%’(n%ﬁow“lt@ak hadir menghadap di
persidangan dan pula tid&b?menyuruh orar@/lgin menghadap sebagai
kuasanya yang sah ur@ menjawab permoh(%n Pemohon meskipun
kepadanya telah dipa@il oleh Aurusita Pengaf%n Agama Balikpapan
secara sah dan patut i$ébanyak 2 (dua) kali secafa berturut-turut sesuai
ketentuan Pasal 27| Peraturan Pemerintah Nomor 9| Tahun 1975. Oleh
karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab ataupun untuk
mempertahankan dalil<dalilnya telah gugur atau ‘tidak membantah dalil
permohonan Pemohon' serta menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka
permohonan Pemohon tersebut.dapat diputus dengan putusan tidak hadir
(verstek) kecuali apabila permohonannyazitu melawan hak atau tidak
beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah
sejalan dengan ketentuan dalil fighiyah sebagaimana tercantum dalam
kitab Ahkam Al Qur-an, jilid Il halaman 405 sebagai berikut:

919 Mlﬂ&?wpfbiﬂl&)w
a 5>V ol 969
Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah hakny..”
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Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini
mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk
menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon
tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama Rahayu Widharti binti Samilan
dan Sugiman bin Atmoredjo, yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan
dalil permohonan Pemohon; GAM

Menimbang, bahwa b@sarkan bu dan keterangan saksi-
saksi harus dinyatakan tq@uktl antara Pemohon. dan Termohon telah
terikat dalam perkawmancgéng sah dan.'telah dlkguniai 1 (satu) orang
anak; <

Menimbang, bahvéJ dari keterangan saksi—sa& yang diajukan oleh
Pemohon tersebut dengan| memperhatikan—hubungan/ keterangan satu
sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
yang telah menikah'di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi,
Kabupaten Majalengka;. pada.tanggal” 12-Jali 2010;

2. Bahwa benar antara Pemohon~"dengan Termohon terjadi
perselisihan karena Termohon sering berkata kasar dan selalu
minta diceraikan oleh Pemohon;

3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai
puncaknya pada tanggal 23 November 2015, yang menyebabkan
antara keduanya berpisah karena Termohon pergi dari rumah
tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar

dapat rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
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5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal
tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat
dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon
sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan
hidup berpisah dengan Pemohon_sejak bulan November 2015 hingga
sekarang; PGAM 4

Menimbang, bahwa @%kah dengar%lah terbuktinya fakta-fakta
(¢

permohonan Pemoho@ntuk menceraikan Termohon telah beralasan

rumah tangga/perkawin@Pemohon dengan‘Aermohon tersebut maka
menurut hukum dan<fidak /melawan hak se@gga permohonannya
tersebut dapat dikabutkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan
untuk menjatuhkanitalaknya terhadap. Termohon;

Menimbang, "bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria sebagai suami dengan /seorang wanita sebagai
isteri dengan tujuan untuk-membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan=Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian
pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang
pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila
unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan
tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut
telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;
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Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus
dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak bisa hidup rukun dan sejak bulan November 2015 mereka telah
hidup berpisah, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam tersebut.di-atas sudah tidak dapat diwujudkan
oleh Pemohon dengan Termohorp"GAM,q

Menimbang, bahwa ®alam perkara elah didengar keterangan
keluarga/ orang-orang t@\{akat dengan kedu%_belah pihak berperkara
yang menyatakan sudg berusaha menasehati‘%mohon supaya sabar
dalam berumah tanggﬁiengan Termohon, maka %meriksaan perkara ini
telah memenuhi ketefituan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Peraturan Pemerintah® Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa; dengan demikian sesuai dengan ketentuan
dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah,iayat’227 yang berbunyi:

oule grow IO @Ml Igs s olg

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak
(istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui®;
maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan
permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap
Termohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan
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permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat
dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga
oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek)
serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya
kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diub@& ngan, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kg&u% dengaﬁ&ndang—Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Paﬁ!@ra Pengadilan Agama
Balikpapan untuk mengir@an salinan penetap% ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah agaimana dimaksud ol%pasal tersebut;

Menimbang, bahwdé_éleh Karena perkara ini te@asuk dalam bidang

perkawinan, sesuai ketentuan Pasal-89-Ayat{1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Reradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomar” 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor'50 Tahun 2009, makaisemua biaya perkara ini
harus dibebankan kepada Pemohan;

Mengingat semua pasal~dalam ~ peratran perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan
Agama Balikpapan;
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau
pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan
penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi,
Kabupaten Majalengka, untuk dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu; P\GAM

5. Membebankan kepada mohon untu@@nembayar biaya perkara

ini sebesar Rp 341. (@ (tiga ratus empat -m/:nuh satu ribu rupiah);

=
Demikian d|putusl§ dalam/rapat permusy%lratan Majelis yang

dilangsungkan pada ha&l Kamis.|| tanggal, 31 M%t 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal, 22'Jumadil”Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs.
Muh. Yazid Yosa, S.H., M/H., sebagai Ketua Majelis, /Drs. H. lbrohim,
M.H., dan Drs. Sutejo, S:H., ‘M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkandalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari itu.juga.oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota.dan dibantu-oleh Zakiah Darajah Muis,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Ibrohim, M.H. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
Drs. Sutejo, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.
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Perincian-Biaya Perkaraz
- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Rp. 250.000,-
Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 341.000,-
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